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ANGGAMN PENDAPATAN DAN BEISNJA DESA PUCANGTELU

TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCANGTELU

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5?34;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5a95);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6321);



Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2421 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2022
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 260)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 116);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07nA21 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2021 Nomor 1424);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tenlang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2A22 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2021 Nomor 961);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018
Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2O21
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52).
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
Peraturan Desa Pucangtelu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Review
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Tahun 202A-2025 (Lembaran Desa Pucangtelu Tahun 2A21
Nomor 2)
Peraturan Desa Pucangtelu Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022.
(Lembaran Desa Pucangtelu Tahun 2021 Nomor 5)

Dengan Kmepakatan Bereama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGTELU
Dan

KEPAIA DESA PUCANGTELU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMTURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEISNJA DESA PUCANGTELU TAHUN ANGGARANaAa?

7.

L

4.

5.

9.

10

13

14

11

'|.2



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUCANGTELU Tahun Anggaran 2O22 adalah
Eebagaiberikut:

1. Pendapatan Desa Rp 1.474.303.000,00
2. Belanja Desa Rp 1.449.303.000,00

Surpuls/Defi$it Rp 25.000.000,00
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp (25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp 0,00
Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PerEturan

Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 memuat:
a. APB Desa;

b. Dafrar Penyertaan Modal;
c. DaftarDanaCadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran

jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan

darurd, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan
dalam ran@ngan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhikriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Deaa dan tidak dapat

diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan teriadisecara berulang;
c. berada diluar kendalidan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal;dan
e. berskala lokaldesa.



Pasal 6
Dalam halterjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan S|LPA akan

dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada
BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa inimulai hrlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa PUCANGTELU.

di : PUCANGTELU
:31 Desember2021

PUCANGTELU NOMOR 7 TAHUN 2021

Diundangkan di : PUCANGTELU
Padatanggal : 31 Desember2021

DESA



ISMPIRAN

PERATUMN T}ESA PUCANGTELU

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DES'

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERIT{TAH DESA PUCAITIGTELU

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK URAIAN ANGGARAN
(Rp)

KETERANGAN

I 2 3 4

4.

4.1 .

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.2.

6.2.2.

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transfer

Pendapatan Lain-lain

141.000.000,00

1 .331 "303.000,00

2.000.000,00

JUiILAH PENDAPATAN 1.474.303.000,00

BELANJA

Belanja Pqawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

403.549.568,00

268.306.432,00

467.247.0W,O0

310.200.000,00

JUMLAH BELANJA 1.449.303.000,00

SURPLUS / (DEFTSTT) 25.000.000,00

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Desa

25.000.000,00

25.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTC (25.000.000,00)

SISA LEBIH PEMBIAYMN ANGGARAi 0,00

31 December202l
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I.AMPIRAN

PEMTURAN DESA PUCANGTELU

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEISNJA DESI

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BEI.ANJA DESA

PEiiERINTAH DESA PUCANGTELU

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE
REKENING

URAIAN ANGGARAN
(Rp)

SUMBERDANA

1 2 3 4 5

t
1.1.

't.1.01

1.r.01

1.1.02

1.1.O2

1.1.03

1.1.03

1.1.M

1.1.U

1.1.05

1.'t.05

1.1.06

1.1.06

1.1.O7

1.1.A7

1.1.90

1.1.90

1.1.93

1.1.93

1.1.94

1.1.94

1.1.95

1.1.95

1.1.96

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.1.

5.1.

5.2.

5.1.

5.2.

5.2.

5.1.

5.2.

5.2.

5.2.

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transbr

Pendapatan Lain-lain

141.000.000,00

1.331.303.000,00

2.000.000,00

ADD

ADD

ADD, PBH

ADD, DLL, PBH

ADD, PAD

ADD

ADD, PAD

ADD

ADD

ADD

ADD

PAD

JUMLAH PENDAPATAh 1.474.303.000,00

BEI.ANJA

BIOANG. PENYELFNGGARAN PEiIERINTAHAN DESA

Penyelenggaran Belania Siltap, Tunjangan dan Oper*ional
Pemerintahan Deea {lf,aksimal S}% untuk kegia

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tuniangan Kepala Desa

Belanja Pegauni

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATl( Honor PKPKD dan PPK
D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Tunjangan BPD

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional BPD (rapat ATK, Makan Minum, Perlengkapan P
erkantoran, Pakaian Seragam, perj

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan lnsentifroperagional RT/R\ l

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari
pengelolaan tanah bengkok

Belanja Pegawai

Operasional LPM

Belanja Barang dan Jasa

Operasional Posyandu

Belanja Barang dan Jasa

Operasional PKK

Belania Barang dan Jasa

Operasional Karangtaruna

474.271.000.00

4s8.971.000,00

36.000.000,00

36.000.000,00

245.091.600,00

245.091.600,00

34.057.968,00

34.057.968,00

27.026.432,00

27.026.432,40

10_400.000,00

10,400.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

78.000.000,00

78.000.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

1.000.000,00

1.000-000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.500.000,00
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1.1.96

1.1"97

1.1.97

1.1.99

1.1.99

t.3.

1.3.02

1.3.02

1.1.

1.4.01

1.4.01

1.4.O2

1.4.O2

1.4.03

1.4.03

't.4.o4

1.4.U

1.4.06

1.4.06

2

2.1.

2.1.01

2.1.01

2.1,W

2.1.06

2.2.

2.2.O2

2.2.O2

2.2.02

2.2.U

2.2.O4

2.2.91

2.2.9',1

2-3.

2.3.01

2.3.01

2.3.10

5.2.

Belanja Barang dan Jasa

Operasional Linmas

Belanja Barang dan Jasa

Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

Belanja Barang dan Jasa

Administrrei Kependudukan, Pencdatan Sipil, Statistik dan Keeipan

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)

Belanja Barang dan Jasa

Tata Praia Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Penyebnggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDeS (
Regub0

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rcmbug desa Non
Reguler)

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Dokumen Pelencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDasa dll)

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBIles, APBDeS Perubahan, LP
J drD

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Kebiiakan Desa (Pgrdes/Perkades selain Percncanaan/Keuan
9an)

Belanja Banang dan Jasa

BIDANG PELAKSANAAN PEf,IBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaran PAUD/Tl(TPA/TlG/TPQlMadrasah NonFormal Milik Des
a (Honor, Pakaian dll)

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunani,Rehabilitasi/Peningkata n/Pengadaan Sarana/PrasaranalAla
t Peraga

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bldang Keehatan

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, lnsentiD

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Penyelenggaraan DEsa Siaga Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

Operasional Mobil sehat

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penahan Ruang

Pemeliharaan Jahn Desa

Balanja Modal

Pembangunan/Rehabilitas/Feningkatan/Penger€6an Jalan Desa

1.500.000,00

725.000,00

725.000,00

4.970.000,00

4.970.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

t4.300.000,u,

2.000.000,00

2.000.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

,r72.630.01Xr.fi,

l8.s0.0ur,u)

15.500.000,00

15.500.000,00

3.000.000,@

3.000.000,00

lo4.{xt0.000,00

22.000.000,00

16.170.000,00

5.830.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

22.000.@0,00

22.000.000,00

3{t.{30.000,00

21.130.000,m

21.130.000,00

223.000.000,00

PAD

DDS, PBK

5.2.

5.2.

5.3.
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KODE
REKENING

URAIAN ANGGARAN
( Ro)

SUMBERDANA

1 2 3 4 5

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.2.

5-2.

5.2.

5.2.

5.2.

5.3.

ADD

PAD

PAD

PAD

PAD

ADD

DDS

PAD

ADD

ADD

DDS

DDS

DDS



23.14

2.3.12

2.3.12

2.3.14

2.3.14

2.6.

2.6.90

2.6.90

2.6.92

2.6.92

2.6.92

2.6.99

2.6.99

3

3.1.

3.1.04

3.1.04

3.2-

3.2.03

3.2.03

!
4.2.

4.2.06

4.2.06

4.2.99

4.2.99

4.4.

4.4.90

4.4.90

4.4.90

E

5.1.

5.1.00

5.1.00

5.3.

5.3.01

5.3.

Belanja Modal

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jelan Usaha Tani (Di
pilih)

Belanja Modal

Pembangunan/RehabilitasilPeningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s
elokan dll)

Belanja Modal

Sub Bidang Pertrubungan, Kornunikasi dan lnformafika

Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum

Belanja Barang dan Jasa

Pengelolaan jaringan intemet desa

Belanja Barang dan Jasa

Belania Modal

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika

Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PEiIIBINAAN KEIIASYARAKATAN

Sub Bidang Kebnteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
If,asyarakat

Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Penyelenggaran Festival Kesenian, AdaUKebudayaan, dan Kegamaan (HU
T Rl, Raya Keagamaan dll)

Belania Barang dan Jasa

BIDANG PEMEERDAYAAN iiASYAMKAT

$ub Bidang Pertanian dan Pebmakan

PembangunanlRehabilitasi/Peningkatan Saluran lrigasi Tersier/Sederhana

Belanja Modal

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Belanja Modal

Sub Bldang Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak dan
Koluarga

Pembedayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga
balita

Belanja Barang dan Jasa

Belania Modal

BIDANG PEIANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN TET{DESAK DE

Sub Bidang Penanggulangan Boncana

Penanggulanan Bencana

Belanja Tidak Terduga

Sub Bidang Keadaan ilendeak

Penanganan Keadaan lvbndesak

223.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

39.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

19.000.000,00

8.000.000,00

11.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

19.300.000.00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

13.300.000,00

13.300.000,00

13.300.000,00

172.902.000.00

't38.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

34.902.000,00

34.902.000,00

33,615.000,00

1.287.000,00

310.200.000.00

15.000.000,00

15.000.000,00

1s.000.000,00

295.200.000,00

295.200.000,00

DDS, PBK

DLL, SWD

5.2.

5.3.

5.2.

5.2.

5.3.
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5.3.

5.3.

5.2.

5.3.

5.4.

5.2.

DDS

DOS

5.3.



KODE
REKENING

URAIAN ANGGARAN
(Rp)

SUMBERDANA

1 2 3 4 5

5.3.01 5.4.

6.

6.2.

Belanja Tidak Terduga 295.200.000,00

JUII/ILAH BELANJA 1.449.303.000,00

SURPLUS / (DEFTSTT) 25.000.000,00

PEiiBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan 25.000.000,00

PEMBIAYMN NETTC (25.000.000,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAh 0,00
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BAI}AIT PTRIIUSYAITARATAIT DESA
(BPDI

rlEsA PI'CAITGTELU XECA!ilATAil NALTTEISGAA
TAAUPATEIT LIIMOI{GAIT

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYA\]IIARATAN DESA PUCANGTELU
KECAMATAN I(ALITENGAH

NOMOR : 788 1 a4 14 13.320.02.1 / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PUCANGTELU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DESA PUCANGTELU

TAHUN ANC.GARAN 2422

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAI'AIT ffi DESA PUCATTGTELU,

Menimbang i a. Bahwa se$rai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 17 Tahun 2O2l tentang APBD dan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 52 Tatrun 2O2l tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2A22, maka Kepala Desa menetapkan
rancangrm Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa {APBDesa} Tahun Anggaran 2O22;
Bahura dengan adanya pergeseran, penambahan atau
pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu
dilakukan penetapan APBDes setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada humf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa PUCANGTELU tentang Anggaran Pendapatan
dan Belar{a Desa {APBDes} menjadi Peraturan Desa
PUCANGTELU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

{APBDes} Desa Tatrun Anggaran 2422;

Und.ang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah*Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
{diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1eSO);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara {I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4

Mengrngat :

b.

c.

1.

o

3.



Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomcr 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2AO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 7A4, Tambahan
Iembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor aa27 h

6. Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah {Iembaran Negara Republik hrdonesia Tahun 2AA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah diubah, teraktrir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OA8 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a&a4l;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ?ALL tentang Pembenhrkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zOLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik ftedonesia Nomor 523ab

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O1+ tentang Desa {Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol+ Nomor 7);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan {I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

10. Perattrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelalaan Keuangan Daerah (I*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45781 ;

11. Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembangian Urusavr Pemerintahan arrtara Pemerintatr,
Pemeriatahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah l{abupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoaesia Nomor a7371;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Al9 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2AL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 4L,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

l3.Peraturan Pemerintatr Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang Dana
Desa yang bersumber dari APBN fi,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Ta}llurrr 2ALS tentang



74.

15.

16.

L7.

18.

19.

20.

2L.

23.

24.

25.

Perubahan Peraturan Pemerintatr Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor i
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturaa Menteri Desa" Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tabun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerale Tertinggal dart
Transmigrasi Nomor 2 ?ahun 2015 tentang Pedoman tata tertib
dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2A2l tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2O22;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLt tentang
Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tah.un ?OLL Nomor 694 )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Noaor 13 Tahun 20A6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubatr, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2O2A;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2407
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamoagan Tahun.2OOT Nomor LO/EI ;
Peraturan Daerah Kabupaten Iamongan Nomor 22 Tahurr 2AA7
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan {Lembaga
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2AAT Nomor 16/El ;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahua 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan
Keurelrangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamongan;
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun ?ALB tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daeratr Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2A2l
tentangAPBD Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 tahun 2O2l tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2O22;

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa
PUCANGTELU membahas rancangar] Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUCANGTELU tahun
anggaran 2422.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPA?AN DAN BEI,q.NJA DESA
PUCANGTELU TAHUN ANGGARAN 2022.

22.

Memperhatikan :

Menetapkan



Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belartja Desa PUCANGTELU Tahun Anggaran
2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Perrclapatan dan Belanja Desa dengan
Uraian dari Pendapatan, Belan{a dan Pembiayaan Desa" serta
kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PUCANGTELU
Pada tanggal 29 Desember 2O2l

fs)
ifi

: s6,rr

DESA PUCAI{GTELU



BADAN PERMUSYATI'ARATAI.I D ESA

tBPD)
DESA PUCAT{GTELU KECAIiATAN KALITENGAH

KABU PATEI'I LAMON GAI'I

BERITA ACARA
PERSETUruAN RANCANGAN PERATURAN DESA PUCANGTELU TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PUCANGTELU KEC. KALITENGAH KAB. LAMONGAN

TAH,LTN ANGGARAN 2022

Nomor : I 44 I 041 413.320.A2.1 /?A21

Pada hari ini Rabo tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah, Menindaklanjuti
usulan Kepala Desa Pucangtelrl perihal Rancangan Peraturan Desa tentang

Pendapataa dan Belanja Desa Pucangtelu Tahun Anggarm 2022, Badan Pennusyawaratan

DesaPucangtelumengadakanrapat me,rnbahas fimcangan Peraturan Desatersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan

saxEm dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pucangtelu menyatakan

menyetujui rancaogan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Bela{a Desa

Pucangtelu Tahun Anggaran 2A22.

Demikian Berita Acara Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Betanja Desa Pucangtelu Tahrm Anggaran 2022int dibuat sebagai pedoman

pelaksanaan selanj ufi rya

Badan Permusyawaratan Desa Pucangtelu

1. SANTOSO" S.Pd. M.Pd
Ketua

2. M. SAEFUDIN- SE. S.Pd
Anggota

3. HILMI TAUFANI. S.Pd. M.Pd
Anggota

M. NASIKH
Anggota

IFATU ZLTNINAH. S.Pd
Anggota

4.

5.

Tanda Tangan:


